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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 

A. Latar Belakang 

Kualitas serta kuantitas kejahatan di Indonesia sudah semakin semakin 

meningkat, Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk mengatasi dan 

memberantas agar kejahatan tidak merajalela di masyarakat, akan tetapi sampai 

saat ini kejahatan itu tidak ada habis-habisnya walaupun para pelaku kejahatan 

sudah dijatuhi hukuman (sanksi) oleh Negara. Tindak pidana yang semakin 

berkembang pada saat ini sangat sulit untuk diberantas, seperti tindak pidana 

perdanagan orang (human trafficking) yang merupakan suatu kejahatan kerah 

putih (white collar crime) di bidang perekonomian. Tindak pidana perdagangan 

orang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem 

keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Konsideran Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa setiap 

orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai 

dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi undang-undang 

berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. . Republik Indonesia. Indonesia pada 

tahun 1945. 

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa perdagangan orang telah menyebar 

dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir dan tidak terorganisir, baik 
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antar negara maupun di dalam negeri, sehingga menjadi ancaman bagi 

masyarakat, bangsa dan negara, serta masyarakat. standar hidup yang didasarkan 

pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

Kejahatan perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk 

kejahatan kerah putih, yaitu kejahatan yang melibatkan orang-orang yang 

memiliki kesempatan dan keterampilan tertentu, serta dapat juga melibatkan 

banyak pihak. Oleh karena itu, tindak pidana ini memiliki model pidana yang 

sangat sulit diungkap sehingga diperlukan kemajuan lebih lanjut dalam sistem 

peradilan Indonesia untuk memfasilitasi pemberantasan dan pencegahan tindak 

pidana perdagangan orang.1 

Perdagangan manusia adalah bentuk modern dari perbudakan 

manusia. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu bentuk perlakuan 

terburuk atas pelanggaran martabat manusia. Meningkatnya prevalensi 

perdagangan orang di beberapa negara, termasuk Indonesia dan negara 

berkembang lainnya, telah menjadi perhatian bagi Indonesia sebagai bangsa, 

masyarakat internasional dan anggota organisasi internasional, khususnya 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).2 

Menurut bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah korban 

perdagangan manusia yang paling umum. Korban diperdagangkan tidak hanya 

untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga untuk bentuk 

eksploitasi lainnya, seperti kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktik 

 

1Frassminggi Kamasa, Kejahatan kerah putih, kontra-terorisme dan perlindungan 

hak konstitusional warga negara dalam perekonomian, Majalah Konstitusi, Volume 11, Nomor 

4, Desember 2014, hal. 783 
2Klarifikasi Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang 
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serupa perbudakan. Pelaku tindak pidana perdagangan manusia merekrut, 

mengangkut, memindahtangankan, menyembunyikan atau menerima orang 

dengan tujuan untuk menangkap, menjerat atau mengeksploitasi orang tersebut 

dalam praktek-praktek eksploitatif dalam segala bentuknya yang melibatkan 

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan orang, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberikan 

pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang 

mengendalikan korban. 

Mencegah terjadinya tindak pidana yang dapat menimbulkan korban 

khususnya perempuan dan anak merupakan bentuk kejahatan yang sangat keji 

yang terjadi di masyarakat, penulis menerapkan beberapa modus operandi untuk 

menjebak mangsanya sehingga menjadi korban perdagangan orang. Untuk 

mencegah atau mencegah tindak pidana dalam rangka pemusnahan, pemerintah 

memerlukan komitmen strategis melalui hukum pidana.3 

Roeslan Saleh berpendapat bahwa kriminalisasi tidak dapat dihindari 

dalam masyarakat, meskipun harus diakui bahwa hukuman merupakan alat 

pertahanan yang paling hakiki. Kejahatan adalah akhir dan puncak dari 

keseluruhan sistem dan upaya yang dapat mengarahkan orang untuk terlibat 

dalam perilaku tertentu yang diharapkan masyarakat.4 

Penerapan hukum pidana merupakan salah satu pengendalian terhadap 

kejahatan yang harus diberantas atau setidak-tidaknya dibatasi dalam batas-batas 

3? Harkristuti Harkrisnowo, Laporan Perdagangan Manusia Indonesia, Majalah IU 

Center for Human Rights, Volume 86, Jakarta, 2003, hal. 

104,http://www.jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Proceedings/article/viewFile/551/494, 
dikunjungi pada tanggal 9 April 2021 

4? Ruslan Saleh, dalam Tongat, Lifetime Crime in the Indonesian Criminal Law System, 

Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 8 

http://www.jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/viewFile/551/494
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tertentu.5 Setiap putusan hakim harus memberikan rasa keadilan kepada semua 

pihak, sehingga setiap putusan harus dijadikan sebagai alat pencegahan 

kejahatan. 

Umar Seno Adji mengemukakan bahwa dalam pengambilan 

keputusan hakim dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti pengaruh faktor 

agama, budaya, pola asuh, nilai, norma, dan lain sebagainya. kasus yang sama. 

Dan itu pada dasarnya lebih karena perbedaan cara pandang, sehingga akan 

mempengaruhi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.6 Hal lain yang 

mempengaruhi hakim dalam proses pengambilan keputusan adalah unsur bukti, 

karena merupakan unsur esensial yang digunakan oleh hakim sebagai 

pertimbangan untuk menentukan berat atau ringannya hukuman, yang bertujuan 

untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak. 

Batasan keadilan berdasarkan putusan hakim tentang perdagangan 

manusia tentunya sangat abstrak, baik keadilan bagi pelaku kejahatan maupun 

keadilan bagi korban kejahatan itu sendiri. Dalam memutus suatu perkara, hakim 

akan mempertimbangkan banyak hal, antara lain korban, kerugian, modus 

operandi, dan hal-hal lain yang terkait dengan pelanggaran tersebut. 

Sebagaimana disebutkan di atas, tindak pidana perdagangan orang 

merupakan tindak pidana yang tergolong kejahatan kerah putih, artinya hakim 

harus benar-benar memperhatikan segala aspek dalam menilai suatu perkara 

pidana. Oleh karena itu, putusan hakim dalam kasus perdagangan manusia 

 

 

 

5Bambang Purnomo, Tumbuhnya hukum yang menyimpang di luar kodifikasi hukum 
pidana, Bina Aksara, 1994, hlm. 52 

6Umar Seno Adji, Hukum Peradilan Pidana, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 12 
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seringkali memiliki perbedaan keyakinan pelaku. Hal ini didorong oleh aspek 

regulasi dan psikologis. 

Sebagaimana tertuang dalam putusan Hakim Nomor: 

9/Pid.B/2018/PN Cjr (TPPO) yang telah diputus oleh hakim dengan kalimat 

“Membela terdakwa SITI NURAIDAH Alias ENUR Binti ABAS bersalah, telah 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana “diperintahkan untuk melakukan 

tindak pidana”. Transportasi untuk mengeksploitasi orang yang dipidana 

melakukan tindak pidana terhadap tersangka, oleh karena itu pidana penjara 3 

(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.120.000.000 (seratus dua puluh) juta 

rupiah) atas pengertian bahwa denda tidak dibayar dengan pidana penjara paling 

lama 4 (empat) bulan. 

Kasus lain yang dijadikan pembanding dalam penyidikan ini adalah 

putusan hakim Nomor: 1213/Pid.Sus/2018/PN.Sby. Dalam amar putusan, 

majelis hakim “Terdakwa DUDANG SUDIANA Bin DIDI secara sah dan 

persuasif bersalah melakukan tindak pidana” merekrut, mengangkut, 

menyambut, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan 

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemenjaraan, 

pemalsuan, penipuan”., penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan, ijon atau 

pemberian pembayaran atau keuntungan, bahkan dengan memperoleh 

persetujuan dari pemiliknya atau orang lain, dengan maksud agar orang itu 

masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pidana penjara 

1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp 120.000.000, 

Adanya fakta bahwa terdapat ketimpangan dalam delik untuk delik 

yang kualitasnya tidak berbeda secara material, dan ada keinginan untuk 
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memenuhi kebutuhan masyarakat yang mensyaratkan standar minimum yang 

obyektif agar beberapa negara yang sangat tidak pantas dan berbahaya berada 

dalam bahaya, dan untuk membuat efek pencegahan lebih efektif. Pencegahan 

umum (general preventif) terhadap beberapa tindak pidana yang dianggap 

merugikan dan mengganggu masyarakat, lembaga hukum kemudian menetapkan 

bahwa untuk tindak pidana tertentu, selain pidana maksimum, juga ditetapkan 

pidana minimum tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis menelusurinya melalui penelitian 

hukum dan dituangkan dalam bentuk penulisan disertasi yang berjudul: 

DISPARITAS PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN 

ORANG. 

 

B. Permasalahan 

Topik yang dibahas dalam proposal ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Apa pertimbangan hakim saat menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus 

perdagangan manusia? 

2. Apa perbedaan putusan nomor: 9 / Pid.B / 2018 / PN Cjr dan nomor putusan: 

1213 / Pid.Sus / 2018 / PN.Sby? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

 

1. Hal ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam melakukan tindak 

pidana dalam kasus perdagangan orang. 

2. Untuk mengetahui perbedaan keputusan nomor: 9/Pid.B/2018/PN Cjr dan 

pada keputusan nomor: 1213/Pid.Sus/2018/PN.Sby. 
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D. Kerangka teoritis 

 

1. Teori Kriminal 

 

Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief: bahwa 

tujuan kebijakan kriminalisasi, yaitu untuk menetapkan suatu kejahatan, 

tidak dapat dipisahkan dari tujuan politik kejahatan. Dalam segala hal, 

yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena 

itu, menanggapi dan mengetahui tujuan dan fungsi hukuman tidak terlepas 

dari teori-teori hukuman yang ada.7 Menurut Satochid Kartanegara dan 

pandangan para ahli hukum terkemuka di bidang hukum pidana, terdapat 

tiga aliran pidana dalam hukum pidana, yaitu:8 

a. Teori mutlak 

 

Teori ini menyatakan bahwa pengenaan tindak pidana semata- 

mata karena seseorang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran. 

Kejahatan merupakan konsekuensi mutlak yang harus ada sebagai balas 

dendam terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Karena dasar 

pembenaran penjatuhan pidana terletak pada keberadaan tindak pidana 

itu sendiri, maka sanksi mempunyai fungsi untuk memberantas tindak 

pidana tersebut. Menurut Johanes Andenaes, ia mengatakan bahwa 

tujuan utama dari kejahatan adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan, 

sedangkan efek menguntungkan lainnya adalah sekunder, sehingga 

 

 

 

 
 

7Barda Nawawi Arief dalam Kegagalan, Sistem Pidana dan Kejahatan dalam Reformasi 

Hukum Pidana Indonesia, Majalah Cendekia Hukum: Volume 3, n. 1, September 2017, hlm.17 
8Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Sastra Mahasiswa, Jakarta, 

Yearless, hlm. 56-59 
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menurutnya hukuman yang dijatuhkan hanya untuk mencari keadilan 

dengan pembalasan.9 

Selain itu, Immanuel Kant mengatakan bahwa tuntutan pidana 

agar setiap perbuatan melawan hukum ditindas karena merupakan 

kebutuhan mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Akibatnya, 

pengecualian apa pun terhadap hukuman yang berupaya mencapai 

tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan. 

Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegel yang 

berpendapat bahwa kejahatan merupakan kebutuhan logis karena 

adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran tatanan hukum suatu 

negara yang merupakan perwujudan cita-cita moral, sehingga kejahatan 

adalah balas dendam. Lebih lanjut, Hegel berpendapat bahwa 

pelanggaran tersebut harus dihilangkan dengan memberikan hukuman 

pembalasan yang sepadan dengan keseriusan pelanggaran yang 

dilakukan.10 Hugo de Groot menulis, mengikuti Phitagoras, bahwa 

kejahatan tidak boleh dilakukan karena seseorang telah melakukan 

kejahatan, tetapi untuk mencegah orang melakukannya lagi.11 

b. Teori relatif atau teori tujuan 

 

Menurut teori ini, penjatuhan pidana bukan hanya untuk balas 

dendam atau retaliasi. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi 

hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori 

 
 

9Muladi, op cit, hal. sebelas 
10Ibid., Hlm.10 
11Sri Hajati Ellyne, Dwi Poespasari and Oemar Moechthar, Pengantar buku teks hukum 

Indonesia, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, 2017, hlm. 201. 
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ini lebih lanjut menjelaskan bahwa tujuan penjatuhan pidana adalah 

sebagai berikut: 

a. Teori sempit adalah bahwa tujuan kejahatan adalah untuk menakut- 

nakuti seseorang agar tidak melakukan kejahatan terhadap pelakunya 

sendiri atau terhadap masyarakat (pencegahan umum). 

b. Teori perbaikannya adalah penjatuhan pidana mendidik pelaku 

tindak pidana agar menjadi orang baik di masyarakat (pencegahan 

khusus).12 

Sedangkan pencegahan khusus berarti pemidanaan merupakan 

pembaharuan dari esensi kejahatan itu sendiri. Sedangkan fungsi 

protektif dalam teori pemulihan untuk beberapa waktu dapat berbentuk 

pidana perampasan kemerdekaan. Dengan demikian, masyarakat akan 

terlindungi dari kejahatan yang akan terjadi. 

Selain itu, Van Hamel, yang mendukung teori pencegahan 

khusus, memberikan rincian sebagai berikut: 

a. Hukuman itu harus mengandung unsur yang menakutkan agar si 

penyerang tidak melakukan niat jahat. 

b. Hukuman harus mencakup elemen pengekangan bagi pelakunya, 

yang kemudian membutuhkan penahanan. 

c. Pidana itu harus mengandung unsur pemusnahan bagi pelaku 

kejahatan yang sama sekali tidak dapat diperbaiki. 

d. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk memelihara supremasi 

hukum.13 

12Ibid., hal. 202 
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Menurut pandangan modern, pencegahan sebagai akhir dari 

suatu kejahatan merupakan tujuan utama yang ingin dicapai karena 

ditujukan untuk pengembangan atau pengobatan terhadap pelaku, yaitu 

ketika pelaku dikenakan, pelaku harus didorong untuk mengikuti 

tindakannya. misi yang harus dilakukan. hukuman, Anda menjadi orang 

yang lebih baik dari sebelum menjalani hukuman.14 

 

a. Teori Gabungan 

 

Selain teori absolut dan teori relatif, ada juga teori ketiga yang 

disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap teori 

sebelumnya yang tidak dapat menjawab secara memuaskan tujuan 

pemidanaan. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah 

Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran 

kontradiktif antara teori absolut dan teori relatif. 

Teori gabungan mencoba menjelaskan dan memperkuat 

justifikasi hukuman dari berbagai sudut pandang, yaitu:15 

1. Untuk menentukan benar atau tidaknya asas pembalasan yang 

mengharuskan setiap kesalahan dikoreksi dengan kesalahan, maka 

kepentingan suatu kejahatan telah dinilai dari sudut kebutuhan 

masyarakat dan asas kebenaran. 

 
 

 
 

13Ruslan Saleh, dalam Nurul Fitriani, Tindak pidana kelalaian dalam pemasangan arus 

listrik yang menyebabkan kematian orang lain (penyidikan di bidang hukum Pidie Jaya), 

Tinjauan Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, vol. 2 (1) Februari 2018, hal. 109 
14Ibid., Hal. 2. 3 
15Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hal. dua 

puluh 



11  

 

2. Tindak pidana memberikan hak kepada negara untuk melakukan 

kejahatan dan hukuman adalah kewajiban jika tujuannya dikejar. 

3. Dasar pembenaran denda terletak pada faktor obyektif, yaitu 

terpeliharanya ketertiban hukum. 

Rossi juga berpendapat bahwa hukuman adalah pembalasan 

atas kesalahan yang dilakukan, sedangkan beratnya hukuman harus 

sesuai dengan keadilan mutlak (absolute justice) yang tidak melampaui 

keadilan sosial (keadilan yang diinginkan masyarakat), sedangkan 

tujuan yang ingin dicapai. adalah: 

a. Pemulihan pesanan; 

 

b. Mencegah niat untuk melakukan kejahatan (pencegahan umum); 

 

c. Kepuasan pribadi terpidana; 

 

d. Memberikan kepuasan moral masyarakat sesuai dengan rasa 

keadilan; YA 

e. Memberikan rasa aman kepada masyarakat. 

 

Oleh karena itu, teori gabungan ini mencoba memadukan 

konsep-konsep yang diadopsi oleh teori absolut dan teori relatif. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pidana adalah selain 

untuk melakukan tindak pidana juga harus dicegah, tetapi juga harus 

memberikan perlindungan dan edukasi kepada masyarakat dan 

pelakunya. 
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2. Teori Dasar Penilaian Hakim 

 

Keputusan hakim merupakan puncak dari sebuah kasus yang 

sedang diselidiki dan diadili oleh hakim. Hakim memutuskan hal-hal 

berikut:16 

a. Keputusan tentang kejadian itu, jika tersangka melakukan tersangka. 

 

b. Keputusan tentang hukuman, apakah fakta bahwa terdakwa telah 

melakukan kejahatan dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dihukum. 

c. Keputusan hukuman, jika terdakwa bisa dihukum. 

 

Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana yang lebih rendah dari 

batas minimum, juga tidak dapat menjatuhkan pidana yang melebihi batas 

maksimum menurut undang-undang. Dalam pengambilan putusan, hakim 

menggunakan beberapa teori. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau 

pendekatan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan suatu 

putusan dalam suatu perkara, yaitu:17 

 

a. Teori Keseimbangan 

 

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara 

persyaratan hukum dan kepentingan para pihak yang terlibat atau terkait 

dengan perkara. 

 

b. Pendekatan teori dan intuisi seni 

Proses pengambilan keputusan hakim merupakan kebijaksanaan atau 

kewenangan hakim. Secara opsional, hakim akan, ketika mengeluarkan 

putusan, menyesuaikan dengan keadaan dan menilai hukuman yang 

16Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, edisi 6, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 74 
17Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102 
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wajar untuk setiap pelaku pelanggaran atau dalam kasus perdata 

keadaan pihak yang bersengketa, yaitu penggugat dan terdakwa. , dalam 

perkara perdata, terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. 

Saat menjatuhkan putusan, hakim menggunakan pendekatan artistik, 

yang lebih ditentukan oleh naluri atau intuisi daripada pengetahuan. 

 

c. Teori pendekatan ilmiah 

 

Dasar pemikiran dari teori ini adalah bahwa proses pidana harus 

dilakukan secara sistematis dan hati-hati, terutama terkait dengan 

putusan-putusan sebelumnya, guna menjamin koherensi putusan hakim. 

 

d. Teori Pendekatan Pengalaman 

 

Pengalaman seorang hakim adalah sesuatu yang dapat membantu Anda 

menangani kasus-kasus yang Anda hadapi sehari-hari. 

 

e. Teori Hubungan yang Menentukan 

 

Teori ini didasarkan pada landasan filosofis yang mempertimbangkan 

semua aspek yang berkaitan dengan pokok sengketa kemudian mencari 

peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok sengketa 

sebagai landasan hukum dalam pengambilan keputusan dan 

pertimbangan hakim. dengan alasan yang jelas untuk penegakan hukum 

dan berlaku adil kepada pihak-pihak yang terlibat. 
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f. Teori Kebijaksanaan 

 

Aspek teori ini menegaskan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga 

dan orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk membimbing, 

menyambut, mendidik dan melindungi tersangka agar suatu saat ia 

menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan 

bangsanya. . 

Saat memutuskan proses pidana, hakim harus memutuskan secara adil 

dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim 

harus:18 

a. Menyesuaikan hukum dengan faktor konkrit, fakta konkrit 

masyarakat. 

b. Tambahkan hukum jika perlu. 

 
 

E. Metode penelitian 

 

Metode penelitian merupakan suatu sistem yang mutlak dalam suatu 

penyelidikan. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah berdasarkan metode, 

sistem dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari dan 

menganalisis satu atau lebih fenomena hukum tertentu.19Jelas, metode penelitian 

memberikan pedoman tentang bagaimana ilmuwan mempelajari dan memahami 

lingkungan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, peneliti menetapkan 

serangkaian langkah yang dilakukan secara terencana untuk mendapatkan 

jawaban. 

18Van Apeldoorn dalam Sadriyah Mansur, Pengenaan tindak pidana di bawah 

ancaman pidana minimal ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

Jurnal Jurnal Hukum Hukum Perdata, Vol. 1. N. 1 Juni 2017, hal. 95 
19Abdulkadir Muhammad, Riset Hukum dan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004, hal. 32 
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1. Jenis penelitian 

 

Berkenaan dengan definisi masalah, penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian hukum 

normatif atau doktrinal adalah penelitian yang menggunakan data sekunder 

yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier, dengan identifikasi norma-norma hukum secara sistematis. 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan penelitian ini dan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang muncul, khususnya yang berkaitan 

dengan data yang dibutuhkan mengenai tindak pidana perdagangan orang, 

penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: 

a. Pendekatan hukum 

 

Pendekatan hukum (statue approach) atau pendekatan hukum 

adalah penelitian terhadap produk hukum.20Pendekatan regulasi ini 

dilakukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur 

penelitian yang diteliti. Dalam kajian regulasi diperlukan pendekatan 

regulasi karena pembahasan utamanya menyangkut perbedaan rezim 

hukum yang berlaku, namun pendekatan regulasi akan lebih baik jika 

diintegrasikan dengan pendekatan lain sehingga terdapat pertimbangan 

hukum yang berbeda untuk mendapatkan jawaban yang tepat. sedang 

dibahas. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji peraturan perundang- 

undangan tentang tindak pidana perdagangan manusia. 

20Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian dalam Ilmu Hukum, Mandar Maju, 

Bandung, 2008, hal. sembilan puluh dua 
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b. Pendekatan Kasus 

 

Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan kasus dimana, 

dalam pendekatan kasus, penyidik harus memahami ratio decisionndi, 

yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk mencapai 

putusannya.21 Pendekatan kasus adalah jenis pendekatan yang mengkaji 

dan mempelajari penerapan standar atau metode hukum dalam praktik 

hukum.22 

 

3. Sumber Bahan Hukum 

 

Penelitian hukum normatif adalah ilmu yang mempelajari bahan hukum, 

baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.23 Dalam 

penelitian ini, bahan hukum meliputi: 

a. Bahan hukum primer, 
 

1 KUHP; 

 

2 Nomor undang-undang. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

3 nomor hukum. dua puluh satu Tahun 2007 Dari Pemberantasan 

kejahatan perdagangan manusia; 

4 Halaman rumput. 48 Tahun 2009 tentang Peradilan; YA 

 
5 Nomor keputusan pengadilan: 9 / Pid.B / 2018 / PN Cjr dan keputusan 

nomor : 328/Pid.Sus/2013/PN.MTR? 

6 Hukum dan peraturan lain yang terkait dengan topik yang dibahas. 
 

21? Peter Mahmud Marzuki, op cit, hal. 119 
22Ibid., Hal.301 
23Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian dalam Ilmu Hukum, Mandar Maju, 

Bandung, 2008, hal. 97 



 

b. Bahan Hukum Sekunder 
 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku 

ilmiah, artikel, internet dan artikel terkaitHukuman dalam tindak pidana 

perdagangan manusia.. 

c. Bahan hukum tersier 
 

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi bahan hukum yang 

menjelaskan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus bahasa 

Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia. 

4. Analisis bahan hukum 

 

Bahan hukum yang telah disusun dianalisis secara deskriptif - 

kualitatif. Analisis ini mencoba lebih untuk mendobrak data yang ada pada 

peraturan, buku ilmiah, artikel dan karya yang akan dibahas secara berurutan, 

setelah mendapatkan gambaran yang jelas akan berakhir pada bab terakhir. 

5. Kesimpulan Penarikan 

 

Metode analisis yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah 

analisis kualitatif, yaitu melalui analisis, deskripsi, dan penjelasan data yang 

diperoleh secara sistematis dan terperinci, setelah itu dilakukan interpretasi 

data dengan cara meneliti data yang terkumpul dan mendapatkannya. dalam 

satu kalimat. Kemudian menarik kesimpulan deduktif bahwa itu adalah 

jawaban atas masalah berdasarkan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F. sistematika penulisan 

 

Untuk memudahkan pemahaman akan isi skripsi ini, maka disusun 

suatu sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I: Bab ini memberikan gambaran konteks di mana fakta-fakta yang ada 

mengenai penerapan sanksi terhadap tindak pidana perdagangan 

orang dijelaskan. Bab ini juga menjelaskan masalah, tujuan 

penelitian, kerangka teori yang memuat teori hukuman dan teori 

dasar proses hukum. Selain itu, bab ini juga memuat metode 

penelitian dan sistem penulisan. 

Bab II: Bab ini memberikan tinjauan pustaka yang akan memuat definisi dan teori 

yang akan menjawab permasalahan yang diangkat pada Bab I. 

 
 

Bab III: Bab ini berisi pembahasan yang akan memuat dua sub judul yang terdiri 

dari: 1. Dasar penilaian hakim dalam penegakan tindak pidana 

perdagangan orang.   , dan 2. Persamaan dan 

perbedaan putusan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor: 

9/Pid.B/2018/PN Cjr dan  Putusan Nomor: 

328/Pid.Sus/2013/PN.MTR. 

Bab IV : Bab ini merupakan bab terakhir yang akan berisi kesimpulan dari hasil 

pembahasan masalah yang teridentifikasi dan saran yang diberikan 

oleh penulis mengenai masalah skripsi ini. 
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